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BUPATI SAMPANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 
 

 NOMOR  6 TAHUN  2020 

TENTANG 

 

PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN  

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG 

 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SAMPANG, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib 

melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang 

memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi 

pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan 

negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan 

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan; 

  b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang didalamnya 

termasuk pengelolaan manajemen resiko dan tata kelola 

Aparat Pengawas Internal Pemerintah maka dipandang 

perlu diatur dalam Peraturan Bupati;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Intern Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten 

dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi 

Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  

dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
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Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara  Republik   

Indonesia  Tahun  2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan    Menteri    Dalam   Negeri  Nomor  13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

11. Peraturan   Menteri    Dalam   Negeri  Nomor 23 Tahun 

2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
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Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara 

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat  

Daerah Kabupaten  Sampang; 

13. Peraturan Bupati Sampang Nornor 81 Tahun 2016 

tentang Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja lnspektorat Daerah 

Kabupaten Sampang. 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  PIAGAM AUDIT INTERN DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  SAMPANG 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan  : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur   

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Sampang. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 

perangkat daerah pada Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten Sampang. 

5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang. 

6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sampang. 

7. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) adalah dokumen formal yang 

menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi 

pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sampang dan memuat tujuan, wewenang, dan 

tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan 

Internal Pemerintah. 

8. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP 

adalah instansi pemerintah yan dibentuk dengan tugas melaksanakan 

pengawasan internal  dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sampang. 
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9. Aparat  Pengawas  adalah  Aparatur  Sipil Negara (ASN) yang mempunyai 

jaba fungsional auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di 

Daerah dan/atau pegawai lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung 

jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan 

pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP. 

10. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut 

dengan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan danseluruh pegawai untuk 

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi 

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan peiaporan keuangan, 

pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. 

11. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, 

evaluasai pernantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap 

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai 

dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk   

kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang 

baik. 

 

BAB II 

TUJUAN 

 

Pasal 2 

1. Piagam Audit Intern merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka 

meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP; 

2. Piagam Audit Intern bertujuan meningkatkan nilai serta perbaikan, 

melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan 

meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan  proses  

tata kelola APIP. 

 

BAB III 

PIAGAM AUDIT INTERN 

 

Pasal 3 

(1) Piagam Audit Intern memuat   : 

a. kedudukan dan peran Inspektorat 

b. tugas pokok dan fungsi Inspektorat; 

c. kewenangan Inspektorat; 
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d. tanggung jawab Inspektorat; 

e. tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan Inspektorat; 

f. kode etik dan standar audit APIP; 

g. persyaratan APIP Inspektorat; 

h. larangan perangkapan tugas dan jabatan APIP;  

i. hubungan kerja dan koordinasi 

j. Penilaian Kinerja APIP, dan 

k. Penialian Berkala. 

(2) Bentuk, lsi dan penjelasan Piagam Pengawasan Internal sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  

Peraturan Bupati  ini. 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan  penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang 

 

  Ditetapkan di  : Sampang 

  Pada tanggal   : 13 Februari 2020 

 

BUPATI SAMPANG, 

 

ttd 

H. SLAMET JUNAIDI 

 

Diundangkan di :   Sampang 

Pada Tanggal     :  13 Februari 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

 

ttd 

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos. MM. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19660711 198809 1 001 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 NOMOR : 6 


